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Abstrak 

Dalam Kerangka Negara Republik Indonesia, Otonomi Daerah sebagai upaya menjaga 

keutuhan NKRI. Pembinaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, melalui kewenangan atributif sebagai subjek hukum yang berwenang 

membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Pengawasan oleh 

Pemerintah selama ini dilakukan secara represif dengan pembatalan Perda Kabupaten/Kota. 

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor: 137/PUU-XIII/2015 yang mencabut 

kewenangan mendagri untuk membatalkan perda kabupaten/ kota tersebut mengakibatkan 

pembatasan kewenangan pusat dalam mengawasi perda khususnya dalam membatalkan perda 

bermasalah (eksekutif review), menghambat sinkronisasi kebijakan dari pusat ke daerah, 

menghapus sistem check and balances. Dengan kondisi ini pemerintah pusat perlu memperkuat 

sistem Pembinaan dan Pengawasan terhadap raperda. Direkomendasikan beberapa strategi 

sebagai solusi alternatif menghasilkan  Pembinaan dan Pengawasan Perda yang ideal, antara lain: 

Program legislasi daerah, penyusunan naskah akademik,  pembahasan rancangan peraturan 

daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, evaluasi maupun fasilitasi peraturan daerah. 

Kata Kunci: NKRI, Otonomi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan. 
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KESIMPULAN 

1. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-Daerah. Provinsi dan 

Daerah Provinsi di bagi atas Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri dengan prinsip Otonomi Daerah, dengan 

maksud agar terjaga keutuhan NKRI. Pemerintahan Pusat dan Daerah adalah suatu 

kesatuan organisasi yang seharusnya berjalan saling menghargai, saling mendukung dan 

saling memperkuat satu sama lain. Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Daerah Otonom sebagai satuan Pemerintahan 

Mandiri memiliki wewenang Atributif, sebagai subjek hukum yang berwenang membuat 

Peraturan-Peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Pemerintah sebelum 

melaksanakan pengawasan represif sebaiknya melaksanakan pembinaan (evaluasi), sebab 

pembatalan Perda Kabupaten/Kota adalah kebijakan yang mencederai prinsip Otonomi 

Daerah, prinsip saling mempercayai hubungan Pusat dengan Daerah. 

Keberadaan Yudicial Review dalam  suatu negara hukum  merupakan salah satu syarat  

tegaknya negara hukum hal ini sesuai (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), Produk Hukum 

hanya absah jika di uji melalui Institusi Hukum bernama Pengadilan. Dalam Prespektif  

Negara Kesatuan (Unitary State Eenheidstaat) adalah logis bahwa Pemerintahan atasan 

berwenang melakukan kontrol terhadap Unit Pemerintah bawahan melalui kewenangan 

melakukan executive abstract preview bukan mekanisme review atas Perda yang sudah 

berlaku mengikat untuk umum. Apabila sudah mengikat untuk umum maka yang 

mengujinya lembaga Peradilan sesuai dengan sistem dalam UUD 1945 yakni Centralized 

Model of Yudicial Review. Sehingga Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) 



 

 

UU Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24A UUD 

1945. 

2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mencabut 

kewenangan Pemerintah  untuk membatalkan  perda kabupaten/ kota, bukan berarti 

Pemerintah sudah tidak mempunyai lagi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan Peraturan Daerah kabupaten/Kota. Masih ada upaya-upaya lain untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan. Bentuk Pembinaan dan Pengawasan dapat 

melalui beberapa tahapan yaitu mulai penyusunan Propemperda, memfasilitasi dan 

melakukan pembinaan penyusunan naskah akademik, menerapkan pembinaan melalui 

aspek multi approuch dengan melibatkan para ahli, praktisi maupun akademisi. Pada 

tahap pembahasan dapat melibatkan Pemerintah atau Gubernur. Demikian juga dengan 

pemberian nomor registrasi harus lebih diperketat untuk menghindari kesalahan-

kesalahan dalam penyusunan Perda. Disamping itu juga dapat menerapkan E-Perda 

dalam penyusunannya. 
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